
GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBIRITT'R LAITIPUITG
NOMOR: c/ g /Vr.O2lIE;t<t2O2L

TEITTAITG

PENT'NJI,'IIAN P&IABAT YANG DIBERI WEWEI|AITG UENANDATAI{GANI
srrRAT PERrnTArr PETCCATRAT DAr{A (SP2D} AIIGGARAII PEI{DAPATAN

DAIT BELAI(JA DIIERAII PROIIIIISI LAUPI,IIG
TAHTII( AI{GGARAJT 2O2 1

GT'BERNI,'R LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan pejabat yang diberi
wewenzrng atas nama Gubernur Lampung menandatangani
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2O2l;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas,
agar pelaksanuannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk
pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi la.mpung Tahun Anggaran 2O21 dan
menetapkannya dengan Keputusan Gubernur l^ampung;

Mengingat 1. UndanyUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Daerah Provinsi tampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dae,rah
Provinsi Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor S Tahun 2b20
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
l"ampung Tahun Anggaran 2021;

KEPUTUSAI{ GUBERITIIR TEITTAIYG PEITUI{JT'KAN PB'ABAT
YAI|G DIBERI WEPEI{AI{G TEICAITDATANGAII SURAT
PERTNTATT PENCAIRAI{ DAITA (Sp2D) AN(X}ARAN
PENDAPATAI{ DAII BELIIJIJA DAERAII PROVTISI LIIMPUNG
TAIIT'N AX(X}ARAN 2O2O.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:



KESATU

KEDUA

-2-

Menunjuk dal memberi wewenang kepada pejabat yang nama,
pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 dan
lajur 3 dengan bentuk specimen sebagaimana tercantum pada
lajur 4 dan lajur 5 la-mpiran Keputusan ini untuk bertindak atas
nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. JON NOVRI, S.STP., M.IP., NIP. 19810101 199912 I 001,
pangkat Pembina, Golongan IV/a, Jabatan Kepala Bidang
Perbendaharaan pada Badal Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran
2021.

b. M. DICKY CHERLANDA, S.IP., M.IP., NIP. 19880926 2OO7OI 1

003, Pangkat Penata, Golongan III/c, Jabatan Kepala Sub
Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah pada Bidang
Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi l,ampung berwenang menandatangani Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi I^ampung Tahun Anggaran
2021, apabila pejabat dimaksud pada huruf a berhalangan.

c. MUHAMMAD HERWAN, S.E., NIP. 19740417 200902 1 001
Pangkat Penata Tingkat I, Golongan III/d, Jabatan Kepala Sub
Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah pada Bidang
Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran
2021, apabila pejabat dimaksud pada huruf a dan huruf b
berhalangan.

Pejabat yang dimaksud apabila berhalangan pada Diktum Kesatu
Keputusan ini yaitu apabila pejabat yang diberi wewenang tidak
dapat melaksanakan tugas, wevr'enang dan kewajiban karena
tidak berada ditempat dalam rangka melaksanakan tugas
kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari
Pejabat yang berwenang atau karena sakit yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan Dokter.

Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan
berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlalu.

KETIGA





KETIGA
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4- \- 202r

GUBERNUR

ttd

ARJNAL DJUNNDI

Tembusan:
1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar tampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII D.rP Bandar Lampung di Bandar l,ampung;
5. Kepala KPPN Bandar l,ampung di Bandar lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar L€mpung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi l^ampung di Telukbetung;
8. Pimpinal Cabang Utama PT. Bank L€mpung di Telukbetung.
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